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TENTANG

*BUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

N

d.

—

BUPATI LEBONG,
P
bahwa  dengan  telah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Dacrah  dan  Retribusi Daerah, perlu  dilakukan
pengaturan - Retribusi daerah sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber
pendapaten dacrah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahar/  Villa  olch  Pemerintah Daerah
merupakan  salah satu  objek  Retribusi vang
pemungutannya menjadi  kewenangan Pemerintah
Dacrah;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Dacerah tentang Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa: '

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, &
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
sl ent
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negf;r;g
Republik  Indonesia  Tahun 1967  Nomor 195
Tambahan Lembaran Negara Republik | 2
ndo
Nomor 2828}, nesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198] |

i te
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negarg Re n;g}g
Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, 'l‘amg hlk
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939;1“
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Undan -
gUnciang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembent
uke - :
Kepﬂhiang\ clil Kabupaten Lebong dan Kabupaten

! di Propine , Nenara
Republik PInsi Bengkulu (Lembaran Neg
Tarnbah;n Indonesia  Tahun 2003 Nomor 154,

Nomor 4349;7(‘”11)8"3” Negara Republik Indonesia

1

U
Péﬁaqgjundnng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Crintahan pPaeprap (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tah mbaran Neg P Path
Lembaran \Ic un 2004 Nomor 125, Tamba an
sebagaj I.Cgam Republik Indonesia Nomor ‘143!),
deng?lnmLaJm1 telah beberapa kali diubah terakhir
t hdang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
entang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Unc_iang-Un(]nng Nomor 33 Tafiun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 443R):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang nesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

_Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembmaan dan Perigawasan
Penyelenggaraan Pcmern.itahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);
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T
:)(;rrl‘i‘::}-:':m;w,Pt.m"_ri'"”\h Nomor 38 Tahun Ag&?i
P(gmm.ﬁu I"'”"Hglun Urusan Pemerintahan i
Pemer ?_”' Pemerintahan Dacrah  Provinsi, o

rintahan Dyeral Kabupaten/Kota (Lembare

N 2 ¢ » . .
T(g“rd Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 82,
ambahan,

Lembaran Negara  Republik Indonesia
N0m0r473-;]; egara  Rej

l2.§g%aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TahL'ln
2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah, scbagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 lentang Perubahan Atas Peraturan Mentedl

Dalam Neaeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomun Pengelolaan Keuanga Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan:
1. Daeruh adalah Kabupatcn Lebong.

2.  Pemerintah Pusal, yang sclanjutnya discbul Pemerintah, adalsh
Presiden  Republik  Indonesia yang  memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemcrintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong yaitu
bupati dan perangkal Dacralhh  sebagai  unsur penyclenggara
Pemerintahan Dacrah.

4. Bupati adalah Bupati L.ebong.

5. Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu dj bidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangap,

Dipindai dengan CamScanner



6.

~1

T

12.

14.

15,

Badan adalah ¢ n

,‘- " e H.kllmpl.l]nn orang  dan/atau mﬂdﬂl ya 5

merupakan kcsntunn, bailk g g s
. AN

: . ang
tidak  melakukan usal yang melakukan usaha mauPLLl:letaS,
Sthi vhang ; ] e roan Crie

. }omeliputi - perseros .

...-.\-‘“ - . " i

pu'\:rll E:;U:\:;};“ﬂmhm"- Perseronn lainnya, badan usaha m11|l-§
A ; t JEYy eI y L

ney ), atay badan usnha milik dacrah (BUMD) .d(,ngdl

ama do ¢ s ’
nama dan dalam bengy) apa pun, firma, kongsi, koperasi, dand
pensiun, persekutuan \ ’ ,

fang] MAassa
arganisasi  sosial ' WDLIkulm)ulan, vayasan, organisasl mdda‘r;
S ALY v ol 1']() ‘tl N ']l"nl ot i ; ) l(,mbapﬂ
. org o a & o3
bentuk badan | . 3 rganisasi lainnya,

‘c].ll'lll\a'ﬂ LCI‘H\']u, k . X el kO]thir dan
: e vestasl
bentuk usaha tetap. uk kontrak inve

Retribusi “Dacrah, yang sclanjutnya disebut Retribusi, adalah
Px_mguum Dacrah schagai pcrnbuy;iran atas jasa atau pcn‘nbcnan
1z tertentu yang khusis disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Dacraly unigk kepentingan orung'pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dacrah berupa usaha dan
pu.la_\-‘an:m yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmalj olel orang pribadi atau Badan.

‘J
Jasa Usaha adalah jasa vang di

.

sediakan oleh Pemerintah Dacrah

dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan nleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan vang menurut
peraturan - perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk

melakukan pembayaran  Retribusi, termasuk pemungut atau
pemoteng Retribusi tertentu.

Masu  Retribusi  adalah  suatu jangka  waklu tertentu  yang
merupakan batas wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan

Jasa dan  perizinan tertentu  dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. :

Suratl Setoran Retribusi Daerah, vang selanjutnyva disingkat SSRD,
acalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang,

Surat Ketetapan Retribusi Duaerah Lebih Bayar, y
disingkat SKRDLB, adalah  surat  ketetapan  Retribus; yang
menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran  Retribus;j kareng
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribus;i yang
terutang atau seharusnya lidak terutang,

ang selanjutnya

Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang sclanjt_ltuya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atay Sank'si
administratif herupa bunga dan/atau denda.
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16.

17.

Retribusi dalam Peraturan
pcnginapan/Pcsanggrahan/\filla.

(2)

Pemeriksaan Adalan

mengolah data, keters e o iy yang. dilaies o

seeara  objekdif c.l:mlmg'im. e s e Sandar

pemeriksaan ungy), :nP“)n".’.‘"”""" berdasarkan  suatu Sla'[‘}dar

perpajakan daerah (), S Kepatuhan pemenuhan kewajiban
d4an Retribyy; dan/atau untuk tujuan o

dalam ranglka
: m S
undangan perpa.agal(sanak;m ketentuan peraturan pcrundang—

) Jakan dacraly dan Retribusi daerah.

Sers

Penyidikan tind. idans:
Retribusi adalacxllc:k Pidana
Penyidik untuk me
bukti it membuyg
dacrah dan Retribu

di bidang perpajakan daerah dan
Scralﬁgkainn tindakan vang dilakukan olch
NCAN seria mengumpulkan bukti yang dengan
t lerang tindak pidana di bidang perpajakan
Styang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

aerah ini dinamakas™ Retribusi Tempat

Pasal 3

Objek  Retribusi  adalah pelayanan tempat penginapan/
pesanggrahan/ villa vang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
olch Pemerintah Dacrah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD. dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjck Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Dacrah ini digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Usaha

1 . . FL
Tingkat penggunaan jasa diuk

BAB 111
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

i berdasarkan kelas dan Jangka waktu

menginay.
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PRINSIP YANG DIANyT BAB 1y

ALAM PENT R DAK
L ETAPAN STRUKTU
DSARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

() P.rmmp dan sasaran (g

didasarkan padg
layak.

am penetapan besarnya tarif Retribus!

Wjuan upluk memperoleh  keuntungan yang

i euntu
(2) i\galah Tiir:“.‘/ang layak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
: ungan yang diperoleh apabila pclayanan jasa usaha

tersebut dilakuka
N secarn efisi . .rorientasi pada harga
pasar. sien dan berorientast p

Pasal 8

(1) Stuktur danlbcsarannya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka
waktu menginap.

(2) Struktur dan besarnva tarif seba
adalah scbaga berikut:
a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP Rp. 250.000,-/kamar/malam;

b.Klasifikasi  kamar/ruangan e¢konomi Rp.100.000,-/kamar/
malam;

c. Klasifikasi kamar/ruangan standar Rp. 75.000,-/kamar/malam.

gaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9
(1) Taril Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
dengan memperhatikan  indcks harga dan perkembangan
perekonomian.

(2) Penctapan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat berupa karcis, lcupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
wak:iunya atau kurang membayar, dlkcnal«fan sanksi administratif
bcrupa-bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribys;j
yang lerulang yang tidak atau kurung dibayur dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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4 - . . .
() gﬁ‘naglhan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dahului dengan Sural Teguran,

(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Pemunyutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12
Retribusi terutang harus dibavar sekaligus:

(2)  Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) han sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi  setelah memenuhi
persvaratan yang ditentukan dapat membeTikan persetujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembavaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran,
dan penundaan pembavaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupali.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribust tertentu dapal mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati atau pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau
dokumecen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yvang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. '

(4) Kcadaan di luar kckuasaannya schagaimana dimaksud
(3) adalah suatu kcadaan yang terjadi di
kekuasaan Wajib Retribusi.

pada ayat
luar kehendak atau

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
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(1)

2)

(4)

(1)

(1)

(2}

(2

(4)

Pasal 14

- 2 1..1 . = - ak
?Up'”’ dalam janeks wakry paling lama 6 (enam) bulan Sejtas
$#nggiel Surat Keberatan diterima harus memberi keputusarn 2
Keberian v t Kepulusan

S ang diajukan dengan menerbitkan Sura
ACOC(ratan -

tuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) gdal:.ah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajiv Retribusi, 'bahwa
keberatan vang diajukan harus diber1 keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
sc':u:-uhn;.-a atau scbagian, mcnolak, atau menambah besarnya
Retribusi vang terutang.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak momberi suatu Kepuiusan, keberatan yang

IR LRS- W La

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 15 ~

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembavaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persenj sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. '

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
kepuiusan.

Apabila jangka vc:aktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan,  permohonan pengembalian Retribusi  diunggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitka :
S = f 2 n dalam :
paling lama 1 (satu) bulan. Jangka waktu

Apabila Wajib Retribusi
keiebihan pembavaran Retr
(1) langsung diperhitungl
Retribusi tersebut.

mempunyal ulang  Retribusi lainnya,
| tbusi sebagaimana dimaksud pada ayat
an untuk melunasi terlebih dahuly utang
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Retribusi sebagaimana

(8]  Ponoe . , . e
I Pengg mbalinn  kelebihnn  pembayaraf aktu paling lama

dimalksue pada ayat (1) dilakukan dalam jangka w
2 (dun) bulan sejak diterbitlkannya SKRDLB.

)y . BV .tribusi dilakukan
() Jika  pengembalian kelebihan p(:ml)dyaraln 'T::”i);bqlan bunga
: i (e c
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati mem OCT .

- ' . keterlambe embayaran
sebesar 2% (dua persen) sebulan alas keterlambatan p ,

kelebihan pembayaran Retribnsi.,

mbalian kelebihan

(7)  Ketentu bih lanj qoenal tata cara penge e
) entuan lebih lanjut mengend da ayat (1) diatu:

pembavaran Retribusi sehagaimana dimaksud pa
dengan Peraturan Bupati,

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedgluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun tﬁ‘himng sejak saat
lerulungnya Retribusi, kecuuli jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran: atau
b. ada pcngakuan utang Rctribusi dari Wajib Rctribusi, baik
langsung maupun tdak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf a, kecdaluwarsa penagihan dihitung scjak tanggal
ditcrimanya Surat Teguran terscbut.

(4) Pengakuan  utang  Retribusi  secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. '

(5) Pgngakuan utang Retribusi sccara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembavaranb dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. ) '

Pasal 18

1] Piuk N ,
(1) Ll;;lltl;l:g Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
v melakuka siiagihe i L €
dihapuskan n penagihan  sudah  kedaluwarsa  dapat

(2) Bupayj menetapk

" an Keputusan Peng i . :
yang sudah kedal ! € cnghapusan Piutang Retribusij

uwarsa scbugaimana dimaksud pada ayat (1)
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\\ N Ay . ’ H
S N tentuan lebih Injue menpenni e carn penghapusan piutang

[“'L“b}m yang sudah  kedaluwarsa  dintur dengan  Peraturan
Bupau,

BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pusal 19

() Terhadap wajib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan,
pengurangan, dan pembebasan Retribust,

(2} Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan
] ' o e .1
dengan melihat kemampuan Wajib Retribust.

(3)  Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungst ohjek
Retribusi.

(4)  Ketentuan  lebih  lanjul  mengenai pemlﬁian keringanan,
pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguii
kepatluhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan Retribusi.

(2)  Wajib Retribusi yang diperiksa wajily:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesernpatan  untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemceriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupat,

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Instansi yang melaksanakan pemungut

| s an Rctribusi dapat diberi
insentil atas dasar pencupaian kinerja te g’ : -

rientu.
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21 2
{2 Pt‘mbxnan msentif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

ditetapka
apRan melalui Anggarun Pendapatan dan Belanja Dacrah.
(3) Tata cara pember ' i |
diin ;\=-.‘ pembcnan dan pemanfaatan  inscentif scbagaimana
sud nada avat (i) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan
peraturan g )erundang-undangan.
BARB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 22
() Pojabatl Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah chhen wewenang khusus sebagai Penyidik i s
meiakukan penyidikan tinduk pidana di bidang Retribusi Daeraly,
seba}-&;iimana dtmal«sud dalam Undang-Undang Hukum  Acara
Pidarn:
« dadlia
;r-g\. P‘ - D Y

enyvidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan #€merintah Daerah
vang diangkat olch pejabat yang berwenang sesual dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan,

i3] Wewenang Penvidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
=2 "'\C-'\n"v"*'\

erima, mencari, meneumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
mcenjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Budun tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Dasrah;

c. meminta keterangan dan bahan buku dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah:

d. memeriksa buku, catatan, dan dokwmen lain berkenaan
dengan undak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan. dan dokumen lain, serta melakukan -

nenvitaan terhadap bahan bukti terscbut;

. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(

-

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/artau dokumen vang dibawa;

h.  memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagail tersangka atau sak51;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. mclakukan tndakan lain vang perlu untuk kelancaran
penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daer

J

ah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,.
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:;:f H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 9 -/0- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN LEBONG LERONG,

H. ARBAIN AMALUGDDIN
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
Mmerucikan keuanean Dacrah dinncam  pidana kurungan paling

h o . . , ale 2 (tiu: -
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali

jumlah Retribusi terutang vang tidalk atau kurang dibayar.
() Denda sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) merupakan
penerimann negara.,
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP ~

Pasal 24
Peratiran Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 9 - /0- 2012

BUPATI LEBONG,

/

/
H. RAJT?HNSYAH
Diundangkan di Tuhei '

Pada tanggal 9-/0- 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR
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